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ABSTRAK :  - Bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 
tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka 
Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata 
Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung 
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Bahwa Pemerintah telah 
memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu pemberian subsidi bunga/subsidi 
margin, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 
Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 20 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 93, TLN 

No. 4866), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916),  PP 23 Tahun 
2020 (LN Tahun 2020 No. 131, TLN No. 6514) sebagaimana telah diubah dengan PP 
43 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 186, TLN No. 6542), Perpres 57 Tahun 2020 (LN 
Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 103/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 878), 
Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin bertujuan untuk melindungi, 

mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi Debitur sebagai bagian dari upaya 
mendukung Program PEN. Dalam rangka pelaksanaan penyaluran anggaran belanja 
Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Menteri selaku PA atas anggaran belanja subsidi 
menetapkan pejabat KPA Penyaluran yaitu a. Deputi Bidang Perkoperasian pada 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, untuk KPA Penyaluran atas 
beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan 
Belanja Subsidi) di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, b. 
Sekretaris Kementerian BUMN, untuk KPA Penyaluran atas beban Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di 
Kementerian BUMN, dan c. Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan, untuk KPA Penyaluran atas 
beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan 
Belanja Subsidi) di Kementerian Keuangan. KPA Penyaluran menerbitkan keputusan 
untuk menetapkan PPK dan PPSPM. KPA Penyaluran menyampaikan salinan 
keputusan penetapan PPK dan PPSPM kepada Kepala KPPN. Anggaran Subsidi 
Bunga/Subsidi Margin bersumber dari APBN. Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program 
PEN diberikan kepada Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga 
Penyalur Kredit Program Pemerintah yang memenuhi persyaratan. Subsidi 
Bunga/Subsidi Margin diberikan dengan ketentuan untuk tahun 2020, diberikan 
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 
2020 dan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dan untuk tahun 
2021, diberikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai berlaku sejak tanggal 



1 Januari 2021 dan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. 
Perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan Penyalur Kredit/Pembiayaan 
yang terdaftar di OJK. KPA Penyaluran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan 
keuangan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan 
keuangan belanja subsidi dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN. Pengawasan intern 
terhadap pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan oleh Inspektorat 
Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri selaku BUN.  

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2021 dan diundangkan 

pada tanggal 26 Oktober 2021. 

  - Lampiran: halaman 38-56. 

 


